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ABSTRAK

Tulisan ini melihat model konstruksi hubungan antara konsep nasionalisme dan
implementasi program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dan memahami konsep simbolik
tubuh perempuan dalam hubungannya dengan pengkonstruksian nasionalisme tersebut. Tiga
rezim yang berbeda, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi memiliki konsep
yang berbeda dalam usaha mereka menciptakan imagined community. Tubuh perempuan,
sebagai entitas yang menjalani KB, menempati peran sentral dalam hal ini.
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PENGANTAR

eluarga Berencana (KB) muncul, an-

tara lain sebagai reaksi terhadap

ledakan penduduk yang disadari sete-
lah Thomas Maltus, seorang ahli ekonomi
berkebangsaan Inggris mengemukakan
teorinya bahwa perkembangan pangan
bersifat aritmatis, sedangkan perkembangan
populasi bersifat geometris (Anderson, 1991,
Yuval-Davis, 2003). Artinya, perkembangan
populasi melaju jauh lebih cepat daripada
perkembangan pangan. Teori Maltus di-
tanggapi secara serius oleh bangsa-bangsa
Barat yang merasa terancam oleh ledakan
populasi dunia, terutama populasi bangsa-
bangsa kulit berwarna, yang mayoritas hidup
di negara-negara dunia ketiga. Sebagai
- pemecahannya, diciptakanlah teknologi
kontrasepsi yang disebarluaskan hampir ke

seluruh penjuru dunia sebagai upaya untuk
mengendalikan populasi mereka.

Gerakan KB di Indonesia muncul seba-
gai fenomena baru pada awal tahun tujuh
puluhan. Gerakan ini dipelopori oleh sebuah
Lembaga Swadaya Masyarakat bernama
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
(PKBYI) yang berdiri sejak 1957. Program KB
ini kemudian disusul dengan sosialisasi luas
dan revolutif lewat intervensi politis pemerintah
melalui organisasi yang didirikannya, yakni
Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN). Program KB berkembang
sangat pesat dan tetap hidup sampai seka-
rang meskipun dengan wacana yang berbeda
sesuai dengan kebijakan pemegang ke-
kuasaan.

Implementasi program KB di Indonesia
yang dalam praktiknya didistribusikan secara
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massal memiliki konsumen tetap, yakni
perempuan. Menurut perkiraan, sekitar 30
juta perempuan Indonesia usia reproduksi
menggunakan metode kontrasepsi dan
merupakan hampir 90% dari keseluruhan
pengguna kontrasepsi. Mengacu pada UUD
1945 yang melihat warga negara sebagai
suatu entitas netral, dalam arti melesapkan
adanya segregasi antara laki-laki dan
perempuan, dalam praktik implementasi KB
terdapat satu indikasi ketidakseimbangan
peran antara laki-laki dan perempuan.
Ketidakseimbangan peran ini tidak hanya
bersifat individual maupun konjugal, tetapi
merupakan sebuah wacana kolektif yang di-
institusionalisasikan. Maksudnya, program
KB tidak hanya dianggap sebagai urusan
individu atau pasangan, tetapi menjadi urusan
negara beserta agen-agennya untuk meng-
implementasikannya ke seluruh lapisan
masyarakat. Wacana kolektif ini lambat laun
berubah menjadi bersifat unconscious dan
bahkan dianggap wajar apabila perempuan
yang berkewajiban menjalani program KB.
Kepentingan bangsa, pembangunan dan
nasionalisme dikatakan akan berhasil karena
partisipasi perempuan dalam menyukses-
kannya. Salah satu bentuknya adalah dengan
menjadi peserta KB.

Berpijak pada pendapat T.H. Marshal
bahwa citizenship is a status bestowed on
those who are full members of a community
and all who possess the status are equal
with respect to the rights and duties with
which the status is endowed, (dalam Lister,
1997:14) ada dua pertanyaan yang ingin di-
kemukakan. Pertama, bagaimana modei
konstruksi nasionalisme diimplementasikan
dalam politik KB di Indonesia? Kedua, bagai-
mana hubungan antara tubuh, seksualitas
dan fungsi reproduksi perempuan dengan
konstruksi kebangsaan atau nasionalisme
yang merupakan peran setiap warga negara,
baik laki-taki maupun perempuan? Problema-
tika tersebut bertujuan untuk mengungkapkan
secara faktual hubungan reproduksi perem-
puan dengan konsep nasionalisme yang
pada dasamya merupakan kewajiban dan hak
setiap warga negara, baik laki-laki maupun
perempuan.
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SEKSUALITAS DAN NASIONALISME

Dalam karyanya Histoire de la Sexualité
Vol. 1: La Volonté de Savoir, Foucault
berpendapat bahwa seksualitas bukan lagi
merupakan fenomena yang harus dihindari
untuk dibicarakan, dihukum atau ditoleransi.
Namun, seksualitas merupakan fenomena
yang diorganisasikan dan diadministrasikan
dalam suatu sistem untuk kepentingan
tertentu (Foucault, 1976). Salah satu teknik
baru kekuasaan adalah munculnya kebijakan
ekonomi dan politik dalam hubungannya
dengan masalah demografi. Pemerintah tidak
sekadar mempertimbangkan konsep rakyat
dalam politiknya, tetapi lebih luas lagi, yakni
konsep populasi. Konsep ini memiliki feno-
mena dan variabel-variabel spesifik, seperti
natalitas, morbiditas, harapan hidup, fertili-
tas, kesehatan, penyakit, serta penyediaan
makanan. Dalam menghadapi masalah eko-
nomi, penguasa mempertimbangkan rata-
rata jumlah kelahiran dan kematian, usia rata-
rata perkawinan dan sebagainya, kemudian
memutuskan langkah politik untuk menang-
gulanginya. Negara-negara yang mayoritas
penduduknya berusia lanjut, seperti di
negara-negara Eropa Barat, memacu pendu-
duknya untuk memiliki banyak anak. Di
beberapa negara tertentu, seperti di Jepang,
kelahiran anak bahkan mendapatkan kom-
pensasi seperti subsidi dan jaminan-jaminan
di berbagai sektor (Yuval-Davis, 2003).
Sebaliknya, negara-negara berkembang
yang memiliki jumlah kepadatan penduduk
sangat tinggi, terutama penduduk usia subur,
akan terpacu untuk mengimplementasikan
program Keluarga Berencana dalam politik-
nya. Government rationality atau govern-
mentality bertujuan untuk memaksimalkan
social defence atau security sebagai upaya
untuk mengkonstruksi teknik power dan
power/knowledge yang kompleks sebagai
pengawasan, pendisiplinan, dan kontrol
terhadap perilaku, baik pribadi maupun kelom-
pok (Foucault dalam Gibbins, 1998). Peme-
rintah melihat perlunya kontrol terhadap popu-
lasi, tubuh, dan reproduksi dengan jalan
membangun sebuah bio power untuk men-
capai keberhasilannya (Foucault, 1976,
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Gibbins, 1998). Dengan demikian, seksua-
litas bukan hanya dilihat sebagai represen-
tasi biologis, tetapi juga sebagai fenomena
medikal dengan penggunaan teknologi
moderm untuk mereaksi fenomena-fenomena
baru demografi. Jawaban fenomena-fenome-
na baru tersebut terutama diperoleh dari
kemajuan teknologi kedokteran. Penemuan
alat kontasepsi, bayi tabung, dan teknologi
kloning adalah contoh jelasnya. Fase ini me-
rupakan fenomena rezim modemn bio politic
yang menempatkan knowledge, power dan
perangkat aturan terfokus pada tubuh individu
dan tubuh sosial yang merupakan sebuah
metafora kolektif (Hewitt, 1983)

Teori Foucault tentang bio power dire-
ferensi oleh para feminis sebagai kritik
terhadap para teoretisi nasionalis. Para teore-
tisi feminis mendefinisikan konsep nasio-
nalisme mereka sebagai sebuah semangat
kebangsaan dalam kaitannya dengan
masalah konstruksi, produksi, dan repro-
duksi serta hubungan-hubungan gender.
Konteks nasionalisme tersebut merupakan
reaksi dan kritik terhadap teori nasionalisme
periode awal, seperti teori Gellner (1983),
Smith (1986) dan Anderson (1991) yang di-
anggap mengesampingkan hubungan-
hubungan gender (Yuval-Davis, 2003). Menu-
rut Yuval-Davis, ketika para teoretisi nasionalis
berbicara tentang produksi dan reproduksi
nasional, mereka tidak mengacu pada
perempuan, tetapi pada para birokrat negara
dan kaum intelektual (Yuval-Davis, 2003).
Mereka hanya melihat kaum birokrat dan
intelektual sebagai aktor yang memegang
peran dalam pengkonstruksian nasionalisme.
Mengapa peran perempuan tidak hadir dalam
teorisasi dan fenomena nasionalis? Carol
Pateman (1989) berpendapat bahwa tenden-
si ini terjadi karena peran perempuan dilokali-
sasikan di sektor privat. Padahal, menurut
Yuval-Davis, tidak hanya para birokrat dan
teoretisi yang mereproduksi istilah biologis,
kultural, dan simbolis, tetapi perempuan juga
berperan besar dalam hal ini. Dengan demi-
kian, menurut hipotesis Yuval-Davis, perem-
puan terkena dampak prosesus nasionalis
tersebut. Akibatnya, kewarganegaraan pe-
rempuan memiliki dualitas. Di satu sisi,

negara selalu mengintegrasikan perempuan
dalam keseluruhan aspek politik nasional-
nya. Di sisi lain, selalu muncul kebijakan
yang menempatkan tubuh perempuan ter-
pisah dari prinsip egalitas (Yuval-Davis, 2003).
Fenomena ini muncul karena kaum nasio-
nalis berusaha membangun sebuah imagined
communities (Anderson, 1991). Imagined
communities ini dibangun lewat peran para
individu yang secara kolektif bergerak ber-
sama membentuk sebuah identitas nasional
(Otto Bauer dalam Yuval-Davis, 2003).
Namun, konsep imagined communities yang
merupakan tujuan nasionalisme itu sendiri
tidak mengindahkan prinsip hubungan gen-
der yang meletakkan perempuan sebagai
entitas yang berperan. Nasionalisme yang
dibangun negara menggunakan tubuh perem-
puan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-
nya, tetapi tetap mengimplikasikan represen-
tasi tubuh tersebut dalam ranah pribadi yang
secara politis tidak teridentifikasi.

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBEN-
TUKAN NASIONALISME PASCA-
KOLONIALISME

Semangat nasionalisme tidak dapat
dilepaskan dari era baru pascakolonialisme.
Fungsi reproduksi perempuan masuk pula
dalam era ini meskipun tidak dapat disangkal
bahwa sudah ada penggunaan fungsi repro-
duksi mereka pada masa-masa sebelum-
nya. Sebagai contoh, pada masa kolonial
Belanda, para ibu, khususnya di Jawa,
dianjurkan untuk melahirkan banyak anak
yang setelah dewasa dipekerjakan oleh
Belanda di perkebunan-perkebunannya di
Sumatra maupun di Suriname (Koentjara-
ningrat, 1994). Fase pertama peran perem-
puan sebagai sektor produktif dan reproduktif
pascakolonialisme terlihat pula pada era
Sukarno. Pada masa itu, pemerintahan
Sukarno mempertahankan kebijakan kolo-
nial Belanda agar perempuan memiliki
banyak anak, tetapi dengan wacana yang
berbeda. Jika tujuan Belanda membangkitkan
semangat pronatalis untuk tujuan ekonomi
sebagai upaya untuk mengembangkan
ekspansi politik kolonialnya, Sukarno memi-
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liki latar belakang pemikiran yang berbeda.
Dia memulai idenya dari sebuah konsep
politis sebagai fundamen. Sukarno mem-
bangun semangat nasionalisme dengan slo-
gan untuk menyelesaikan revolusi nasional
sebagai usaha membangun masyarakat
sosialis Indonesia (Boestam, 1964). Konsep
masyarakat sosialis ini dianggap dapat
tercipta, antara lain dengan bantuan warga
negaranya melindungi keutuhan wilayah
Nusantara yang kaya raya. Wilayah kaya ini
memiliki ribuan pulau yang dua pertiganya
adalah lautan yang butuh pengamanan.
Traumatisme terhadap penjajahan mem-
bawanya kepada suatu ide bahwa jumlah
penduduk yang besar merupakan kekayaan
untuk pertahanan negara. Untuk itu, para ibu
pun diharapkan memiliki banyak anak yang
kelak oleh Sukarno dimaksudkan sebagai
tameng pertahanan nasional (Koentjara-
ningrat, 1994). Menurut Sukamo, besarnya
populasi bukan merupakan masalah bagi
bangsa Indonesia karena Indonesia memiliki
wilayah yang sangat luas. Yang menjadi per-
masalahan adalah ketidakmerataan pendu-
duk di setiap pulau di Indonesia sehingga
Pulau Jawa menjadi pulau yang terpadat di
negeri ini. Sukarno berpendapat bahwa
transmigrasi merupakan solusi dan upaya
untuk meratakan penduduk sekaligus untuk
meratakan kekuatan nasional ke seluruh
wilayah nusantara.

Pada periode ini, yakni pada 1957, PKBI
masuk ke Indonesia. Namun, organisasi ini
belum mengikuti arah program organisasi
induknya, yakni International Planned Par-
enthood Federation yang berperan membantu
mengontrol kelahiran secara internasional
termasuk di Indonesia (The Indonesian
Planned Parenthood Association, 1999). Hal
ini tidak luput dari kebijakan politik internal
Sukamno serta peran aktor religius yang pada
waktu itu belum menerima kemungkinan
digunakannya kontrasepsi untuk mengontrol
kelahiran. Sukarno berpandangan bahwa KB
adalah propaganda bangsa-bangsa Barat
yang secara simbolis dan material berusaha
memaksakan ide-ide mereka kepada negara-
negara pascakolonialisme. Tujuannya adalah
untuk mengembalikan kekuasaan neokolo-
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nialisme dalam bentuk-bentuk baru. Untuk
itu, peran PKBI yang menginduk pada /nter-
national Planned Parenthood Federation yang
notabene merupakan representasi ide-ide
Barat dibatasi geraknya. PKBI hanya diberi
keleluasaan sempit, misalnya dalam hal
promosi kebersihan dan  kesehatan.
Keluarga Berencana dimulai di Indone-
sia sejak masa Suharto. Selain peran PKBI
yang semakin nyata dalam mempromosikan
Keluarga Berencana, Suharto juga mendiri-
kan sebuah organisasi nasional bernama
Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) untuk mendukung pro-
gram ini. Pada 1970-an, seiring dengan
didirikannya BKKBN, para ibu tidak hanya
diharapkan menjadi akseptor Keluarga
Berencana, tetapi lebih daripada itu. Ada
semacam otoritas baru dari pemerintah agar
mereka mendukung program ini secara luas.
Program KB menjadi propaganda nasional
yang.berstruktur fop-down. Artinya, pemerin-
tah melalui BKKBN membentuk jaringan
struktural dari atas ke bawah, dari tingkat
pusat ke tingkat provinsi, kabupaten serta
kota sampai ke kelurahan dan posyandu-
posyandu yang tersebar di tingkat-tingkat
rukun tetangga. Perempuan dibawa ke suatu
lembaga baru Keluarga Berencana dengan
orientasi ekonomi dua anak cukup, laki-laki
perempuan sama saja. Dikatakan orientasi
ekonomi karena propaganda yang diberikan
pemerintah mengeksplisitkan suatu keluarga
sejahtera yang lebih baik kehidupan ekono-
minya dengan dua anak dibandingkan ba-
nyak anak. Program Keluarga Berencana
menjadi program massal dengan perempuan
sebagai penanggung jawabnya. Secara
statistik terlihat jelas bahwa lebih dari 90%
pelaksana Keluarga Berencana adalah
perempuan. Perempuan menjadi tumpuan
harapan pemerintah untuk menurunkan popu-
lasi yang sangat tinggi di Indonesia. Hal ini
dibuktikan dengan penurunan signifikan
pertambahan penduduk pada masa Sukarno
yang berkisar 3,5% menjadi sekitar 2,2%
hanya dalam waktu satu dekade. Sejak
1970-an, Indonesia bahkan sudah melatih
ribuan delegasi dari 80 negara dalam metode
Keluarga Berencana (Crosette dalam Dweyer,
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2000). Menurut Bank Dunia, Indonesia meru-
pakan satu contoh impresif dalam transisi
demografik di antara negara-negara berkem-
bang (Dweyer, 2000). Selain itu, menurut
USAID, agen Amerika yang memberikan
banyak dana untuk program pengendalian
jumlah penduduk dunia, Indonesia me-
rupakan satu kisah sukses yang tak tertan-
dingi dalam sejarah Keluarga Berencana
(Hartman, 1995).

Konsep baru ini merupakan suatu feno-
mena revolusioner pada waktu itu. Meskipun
pelarangan pemakaian kontrasepsi oleh
kaum agamawan telah begitu kuat tertancap,
Suharto berhasil menginstitusionalisasikan
Keluarga Berencana menjadi sebuah ide
publik baru. Suharto berhasil menundukkan
hegemoni kaum agamawan dan mengkoop-
tasi "strategi mengalah" mereka menjadi
politik yang sah. Hal ini tentu saja tidak
dapat dilepaskan dari intervensi Barat ter-
hadap negara-negara dunia ketiga. Keber-
hasilan Suharto dalam program KB secara
penuh didukung oleh negara-negara Barat
sehingga bantuan-bantuan mengalir untuk
merealisasikan usaha ini. Bantuan-bantuan
seperti USAID dan AUSAID (lembaga milik
Australia dengan misi yang sama dengan
USAID) terus mengalir. Tujuannya adalah
untuk menurunkan secara cepat jumlah
populasi di Indonesia yang melebihi 100 juta
jiwa pada waktu itu dan diperkirakan melebihi
200 juta jiwa pada akhir abad ke-20 yang
dipandang sebagai ancaman terhadap masa-
lah demografi dunia. Perilaku mereka mem-
berikan dukungan material memang dapat
dimengerti. Australia misalnya, sebagai
negara tetangga dekat Indonesia merasa ter-
ancam dengan peledakan populasi ini teruta-
ma kekhawatiran akan migrasi orang-orang
Indonesia ke Australia. Amerika Serikat
sebagai salah satu negara yang paling gen-
car melaksanakan propaganda KB ke seluruh
dunia tampaknya memiliki kekhawatiran
yang sama. Peledakan populasi bangsa
berwarna yang dipandang akan membawa
keambrukan ekonomi dunia merasa perlu
diantisipasi dengan cara mengucurkan dana-
dana bantuan untuk memecahkan masalah
demografi. Selain itu, lepasnya Indonesia

dari rezim Sukarno yang dianggp pro-Uni So-
viet ke Suharto yang cenderung pro-Amerika
menyebabkan Amerika memilki tanggung
jawab moral dan material untuk menunjukkan
kelebihan ideologi liberal Barat dibandingkan
ideologi sosialis.

Seluruh upaya di atas tentu saja tidak
terlepas dari tujuan politis Suharto untuk
mempertahankan kekuasaannya. Perbaikan
serta perkembangan KB yang pesat dijadi-
kan sarana untuk mendapatkan hegemoni
penuh kekuasaannya. Keluarga Berencana
yang masuk dalam program Pembangunan
Nasional Lima Tahun dengan slogan untuk
peningkatan ekonomi rakyat menjadi alat
untuk mendapatkan kepercayaan rakyat
yang mulai merasakan semangat hedonisme
dalam kesehariannya. Usaha ini didukung
oleh politik internasional yang semakin
mengokohkan kekuasaan politiknya hingga
kejatuhannya pada 1998.

Program Keluarga Berencana ini pada
masa reformasi mendapatkan kritik dari para
pemerhati gender di Indonesia. Para feminis
beranggapan bahwa program KB dapat tetap
dilanjutkan, tetapi pemerintah harus meng-
ubah paradigmanya. Hal ini berkaitan dengan
pernyataan Wakil Presiden Hamzah Haz
yang berkeinginan menghentikan subsidi alat
kontrasepsi. Setelah mendengarkan berbagai
kritik dan saran, pemerintah akhirnya meng-
ubah konsep akseptor bagi pemakai alat kon-
trasepsi KB menjadi konsep client. Hal ini
berarti bahwa pemerintah mengubah konsep
top-down menjadi konsep horizontal. Paradig-
ma internasional yang dipelopori oleh orga-
nisasi-organisasi internasional yang bergerak
di bidang kesehatan reproduksi seperti WHO
serta tekanan internasional bahwa Keluarga
Berencana adalah suatu hak bagi perempuan
dan bukan sebuah paksaan membuat para
pengambil kebijakan di Indonesia bersiap-
siap memasang rambu baru untuk Keluarga
Berencana.

Hanya, masa pemerintahan Suharto
selama 32 tahun telah melahirkan sebuah
sikap baru bahwa dua anak cukup. Masya-
rakat secara luas, terutama perempuan
sudah begitu terpatri dengan program terse-
but dan menganggapnya sebagai kewajiban
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yang normal. Wacana bahwa KB adalah
sebuah pilihan masih menjadi wacana ka-
langan tertentu saja, khususnya kaum
intelektual dan feminis. Dua hal tersebut
masih dikaitkan dengan kepentingan politik
untuk terus mempertahankan tingkat natali-
tas. Keadaan ekonomi nasional yang menga-
lami kejatuhan bersamaan dengan jatuhnya
Suharto serta jumlah penduduk yang men-
capai lebih dari 200 juta dirasakan sebagai
beban oleh pemerintah. Keluarga Berencana
masih menjadi harapan, namun di lain pihak
pemerintah berhadapan dengan tekanan
internasional mengenai masalah hak repro-
duksi perempuan yang diakui secara intena-
sional. Konferensi Kependudukan dan
Pembangunan di Kairo pada 1994 serta
Konferensi Perempuan Internasional ke lima
di Beijing pada 1995, yang memantapkan
perspektif baru mengenai hak reproduksi
perempuan, menjadi pedoman yang ber-
usaha untuk diimplementasikan oleh peme-
rintah dalam kebijakan-kebijakannya.

KELUARGA BERENCANA DAN TUBUH
PEREMPUAN

Dari runutan sejarah di atas, dapat
dikatakan bahwa dalam penerapan Keluarga
Berencana di Indonesia, tubuh perempuan
adalah satu objek sama yang dioperasikan
oleh tiga kekuasaan yang berbeda. Yang
menjadi pertanyaan, mengapa tubuh perem-
puan? Hal ini karena seksualitas, terutama
seksualitas perempuan diyakini sebagai com-
mon-sense cause dari kelebihan jumlah
penduduk dan merupakan sebuah fenomena
budaya yang tidak terhindarkan (Dweyer,
2000). Hal ini dikonsepsikan karena perem-
puan dianggap sebagai grup yang mengalami
kehamilan dan kelahiran, dianggap pula
bertanggung jawab atas masalah-masalah
yang berhubungan dengan fungsi reproduksi
mereka. Dengan demikian, fungsi reproduksi
ini disorot dari sudut pandang seksualitas
grup feminin dan bukan sebagai seksualitas
konjugal.

Pembagian konsep publik-privat tam-
paknya dapat menjelaskan fenomena ini.
Pertama, perempuan dianggap menempati
fungsi privat yang berhubungan deljigan
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urusan rumah tangga, pengasuhan anak dan
keluarga. Perempuan otomatis dianggap
memiliki tanggung jawab mengatur urusan
reproduksinya yang merupakan simbolisme
kolektif aspek privat perempuan. Di lain
pihak, laki-laki yang menempati sektor
publik, otomatis dianggap tidak memiliki
kewajiban dalam hubungannya dengan
reproduksi yang notabene adalah urusan
privat. Kedua, transgresi privat-publik yang
pada awalnya merupakan parameter
konjugal tersebut dilembagakan secara
kolektif dengan perantaraan negara. Negara
yang secara de facto dan de jure dikuasai
oleh suara mayoritas laki-laki semakin mene-
kankan simbolisme peran feminin dalam
politiknya. Program Keluarga Berencana
yang diintegrasikan dalam program-program
PKK, Dharma Wanita, Posyandu, semuanya
ditujukan untuk konsumsi perempuan. Dalam
hal ini seksualitas masuk sebagai gendered
politics yang menjadi efek conscious strate-
gies sebagai upaya menjawab kebutuhan
politik dan ekonomi negara (Dweyer, 2000).
Fungsi reproduksi perempuan yang pada
dasarnya berada di sektor privat, diorgani-
sasikan oleh negara. Fungsi reproduksi pe-
rempuan dan seksualitasnya ditempatkan di
bawah pengawasan negara dengan propa-
ganda spektakuler yang menunjukkan bah-
wa perempuan memang harus turut berjuang
untuk kepentingan nasional. Yang menjadi
permasalahan, kewajiban dengan setengah
paksaan itu hanya menjadi simbolisme
peran karena tidak didukung oleh pemberian
hak terhadap mereka. Hak-hak reproduksi
perempuan hanya menjadi sebuah wacana
yang luas, tetapi terbentur kepentingan-
kepentingan nasional yang dianggap lebih’
mendesak.

SIMPULAN

Dari uraian di atas terlihat bahwa tubuh
dan seksualitas perempuan merupakan
sentral dari operasionalisasi program
Keluarga Berencana di Indonesia. Tiap era
memiliki arah kebijakan dan strategi berbeda
dalam menyikapi program ini. Masa Sukarno
menekankan prospek pertahanan negara
sehingga bersikap menentang kontrot ter-
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hadap populasi. Masa Suharto mencoba
memperkenalkan konsep kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat sehingga men-
dukung program KB yang dipandang sebagai
solusi masalah ekonomi, demografi dan
sosial. Meskipun demikian, keduanya
memiliki satu arah dalam politik internal
mereka, yakni mencoba mengintegrasikan
ide-ide, baik pertahanan nasional maupun
kemakmuran. Hal ini dilakukan agar men-
dapatkan dukungan dan kepercayaan luas.
Tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi
kepemimpinan mereka. Tekanan interna-
sional diadopsi pula oleh era Suharto meski-
pun secara tidak mencolok. Era reformasi,
meskipun belum terlihat secara detail peran-
nya, mencoba mengintegrasikan dan menye-

v
Masa Sukarno
v
Pertahanan <«
Nasional

v

Politik Internal

Simbolisme Tubuh Perempuan

v

Masa Suharto

v

—> Kemakmuran <

imbangkan kepentingan internal dan
eksternal dalam mengaplikasikan program
demokratisasinya. Masalah demografi tetap
menjadi perhatian, tetapi tekanan inter-
nasional mengenai hak-hak reproduksi
perempuan mendapat tempat yang signifi-
kan. Pada akhirnya, tujuan nasionalisme
diarahkan kepada perempuan sebagai tubuh
simbolis dan material yang berkewaijiban
menyelesaikan masalah nasional. Dapat
dikatakan bahwa perempuan selain sebagai
simbol reproduktif juga sebagai pemproduksi
secara nyata kepentingan nasional.

Berdasarkan argumentasi di atas, ter-
bentuk sebuah model konstruksi perkem-
bangan diskursus Keluarga Berencana di
Indonesia seperti di bawah ini.
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